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ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah model rumusan
fikih yang membahas mengenai perkawinan, kewarisan dan wakaf yang
diambil dari lintas mazhab yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum
Islam masyarakat Indonesia yang mempunyai adat-istiadat dimana fikih
disusun sebagai bentuk akomodasi antara Hukum Islam dan unsur-
unsur lain yang berada dalam masyarakat Indonesia seperti adat
istiadat. Tidak heran, jika di dalamnya terdapat berbagai konsep yang
tidak dapat ditemukan dalam konsep fikih Islam secara umum. Salah
satunya adalah konsep tentang kewarisan lahan pertanian yang kurang
dari 2 hektar, atau biasa disebut pasal kewarisan kolektif KHI yang
termuat dalam pasal 189 KHI di dalam Buku Il tentang Kewarisan.
Rumusan dalam pasal 189 KHI berbunyi agar apabila terdapat lahan
pertanian sebagai harta waris yang kurang dari 2 hektar, maka tanah
tersebut tidak perlu dibagi kecuali ada kondisi ahli waris membutuhkan
uang. Pasal 189 tersebut hanya terdiri dari dua ayat dan tidak
mempunyai penjelasan dibagian halaman penjelasan pasalnya.
Sehingga apabila hal tersebut diperbandingkan dengan hukum
kewarisan dalam Islam maka akan terdapat ketimpangan, dimana
hukum waris Islam menganut asas individual yang menghendaki
pembagian secara personal berapapun harta warisan tersebut. Dari
beberapa uraian tersebut itulah penulis tertarik untuk meneliti pasal 189
KHI.

Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana hukum Islam
memandang pasal 189 KHI tersebut untuk mengetahui bagaimana
posisi pasal 189 KHI dalam Hukum Islam. Untuk menguraikan hal

tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan normatif,



yaitu dengan mendasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis serta asas-
asas umum dalam hukum Islam untuk melihat bagaimana hukum
kewarisan dalam Islam serta akan mengambil kesimpulan secara
induktif. Peneliti menggunakan penelitian pustaka dengan menghimpun

berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa kewarisan kolektif
dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Pasal 189 KHI
tidak berseberangan dengan hukum Islam selama tata cara
pembagiannya tetap mengacu dengan asas-asas hukum kewarisan Islam
dengan cara membagi tanah dengan sistem saham yang akan dikelola
dengan menggunakan konsep syirkah al-‘Inan dalam kajian figh

mu’amalat.

Kata Kunci : Syirkah, Kewarisan Kolektif, Pasal 189 Kompilasi

Hukum Islam.
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“Maka sesungguhnya beserta kesulitan
ada kemudahan e Sesungguhnya beserta
kesulitan itu ada kemudahan'.” (Al-Qur'an,

Surah Asy-Syarh, ayat 9-b).

' Al-Mahira, Qur’an Hafalan dan Terjemahan, (Jakarta: Penerbit Al-Mahira,
2015), him. 596.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai
dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
|
Alif Tidak tidak dilambangkan
o Ba’ dilambangkan be
Ta’ b te
o Sa’ t es (dengan titik diatas)
Jim je
& Ha’ $ ha (dengan titik di
Kha’ J bawah) ka dan ha
Dal h de
c -
Zal zet (dengan titik di
Ra’ kh atas)
C ,
Za d er
. Sin zet
C : :
Syin zZ es
s r es dan ye
Sad z
3 Dad S es (dengan titik di
sy bawah)
Ta’

xiii




Za
‘ain
gain

fa’
gaf
kaf
lam
mim
nun
waw
ha’

hamzah

ya

de (dengan titik di

bawah)

te (dengan titik di
bawah)
zet (dengan titik di
bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka
‘el
‘em
‘en
w
ha

apostrof

ye
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Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

padatia ditulis Muta’addidah
e ditulis ‘iddah
S
I1l. Ta’marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
daSa, ditulis hikmah
L
ditulis jizyah
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b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis h

Q\T,\SJY‘Z\-AUS Ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah

dan dammabh ditulis t

okl 3185 Ditulis zakatul fitri

1VV. Vokal Pendek

_o fathah ditulis a
B kasrah ditulis i
’ dammah ditulis u

XVi



V. Vokal Panjang

1. || Fathah + Alala | ditulis a jahiliyyah
alif
2. ditulis a tansa
Fathah + ya’ (s
3. || mati ditulis I karim
4. | Kasrah + ya’ a S 1 ditulis i furid
mati
Dammah + wawu mati
s A
VI. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya mati ditulis ai
Sy ditulis bainakum
2 Fathah + wawu mati ditulis au
. ditulis gaul
J8
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VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan apostrof

i
< ded

588 o

ditulis
ditulis
ditulis

a’antum
‘u’iddat

la’in syakartum

VIlI. Kata sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

Gy Al
o Ll

Ditulis

Ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)

nya.
s Landd) ditulis as-Sama’
: ditulis
uua.ﬁ‘
Asy-Syams
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

s Al g2 ditulis Zawi al-firiid
YEWAITY
ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-
Qur’an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal
dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish
Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Toko Hidayah, Mizan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Proses saling mewarisi akan terjadi pada setiap manusia di
muka bumi ini karena sifat manusia yang akan selalu beregenerasi.
Dalam proses ini peralihan harta tersebut, terkadang terjadi
permasalahan-permasalahan yang kompleks. Islam sebagai sebuah
ajaran, juga telah mengatur mengenai fenomena ini dalam sebuah
hukum tersendiri yang disebut hukum kewarisan. Hukum kewarisan
mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia

kepada yang masih hidup.!

Hukum mengenai kewarisan di dalam Islam, diatur di dalam
beberapa surat dalam al-Qur’an, diantaranya adalah dalam surat An-
Nisa’. Dalam surat tersebut ayat-ayat tentang kewarisan dijelaskan
dengan begitu detail dan lengkap. Bahkan beberapa ahli sejarah
mengatakan bahwa aturan yang paling detail yang pernah diturunkan
dalam al-Qur’an adalah aturan mengenai kewarisan tersebut. Hal
tersebut bukan hanya karena ayat tersebut telah menyebutkan siapa saja
orang yang berhak mendapatkan warisan tetapi juga menyebut bagian

orang-orang yang dinyatakan berhak mendapatkan harta waris tersebut.

Selain dalam al-Quran, aturan terkait kewarisan juga dijelaskan
melalui beberapa hadis Nabi untuk dapat memahami perkara-perkara
yang mungkin timbul dalam kewarisan. Untuk memahami keduanya

secara baik, para Ulama juga sudah menjelaskannya lebih rinci lagi di

! Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media Group,
2004), him. 5.



dalam fikih-fikih mazhab pada abad pertengahan silam. Tetapi yang
menjadi persoalan adalah, meskipun aturan mengenai kewarisan telah
diatur dengan jelas dalam dua sumber hukum utama dalam Islam
bahkan dalam aturan fikih konvensional, dalam realitanya, umat
Muslim di dunia dalam melakukan perpindahan harta waris cenderung
variatif, tidak hanya menerapkan apa yang telah diwahyukan dalam
kitab suci al-Qur’an secara literal, tetapi terkadang tidak jarang yang
melakukannya dengan memperhatikan sisi lain seperti kemaslahatan,
sehingga terkadang aplikasi kewarisan umat Islam cenderung dinamis
dan membuka celah kemungkinan untuk berasimilasi dengan sistem

masyarakat lainnya seperti adat.

Fenomena di atas dapat dilihat dari penerapan aturan kewarisan
Islam pada masyarakat Indonesia. Meskipun Umat Islam sudah
mengenal hukum Islam dari semenjak abad Pertama Hijriyah, yaitu
ketika Islam masuk ke Indonesia sebagai tahapan permulaan dan terus
berlangsung?, tetapi umat Islam Indonesia, yang mempunyai kondisi
dan kebutuhan hukum yang berbeda, dalam beberapa hal terkadang
tidak mengikuti apa yang terdapat dalam syariah maupun kitab-kitab
fikih konvensional, mereka menyilangkannya dengan sisi-sisi lain
seperti adat dan hal-hal yang dibutuhkan lainnya untuk mencapai
kemaslahatan dalam konteks bangsanya sendiri. Tetapi meskipun
demikian, tidak bisa dipungkiri peran kitab-kitab fikih konvensional
yang merupakan penjabaran dari syariah dalam hal kewarisan tetap
memainkan peran penting dan menjadi rujukan dalam masyarakat

muslim Indonesia.

2 Basiq Dijalil, Peradilan Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), him.
187.



Peran penting hukum Islam terutama dalam kitab-kitab fikih
konvensional bahkan masih menempati posisi yang kuat ketika masa
penjajahan. Basig Djalil menyebutkan dalam bukunya yang berjudul
Preadilan Islam menambahkan, pada saat itu bahkan ada instruksi dari
Gubernur Jendral dan juga Bupati, khususnya yang berada di Pantai
Utara Jawa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perdata
sesuai ajaran Islam, selain itu, pada tahun 1882 juga terbit Staatblad
tentang pembentukan Priesteraad (Pengadilan Agama). Meskipun
begitu, hukum Islam memang tidak luput dari politisasi penjajah seperti
adanya penggunaan Teori receptie oleh Snouck Hourgronje dan kawan-
kawan dalam memandang hokum Islam® tetapi penerapan hukum
Islam yang mengacu pada kitab-kitab fikih konvensional tidak lantas
hilang dan digantikan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh para
penjajah kala itu. Malah setelah memasuki masa kemerdekaan, tuntutan
penerapan hukum Islam semakin gencar disuarakan bersamaan dengan
semakin menguatnya posisi Peradilan Agama sebagai lembaga yang

menerapkan hukum Islam yang telah lama ada di Indonesia.

Hal tersebut turut menambah suatu wacana baru mengenai
pentingnya rujukan hukum materiil hakim dalam memutuskan perkara
dan memperkuat wacana penerapan Hukum Islam di Indonesia,
termasuk dalam bidang kewarisan karena ketidakmungkinan
penggunaan kitab-kitab fikih konvensional sebagai dasar rujukan hakim

Peradilan Agama.

% 1bid., him. 188.



Untuk menindaklanjuti rencana pembentukan unifikasi hukum
Islam tersebut disepakatilah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah
Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985
dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek
Pembangunan Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam.Hal
tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang ada kala itu,
salah satunya adalah karena ketiadaan kesatuan dasar hukum bagi
hakim Peradilan Agama dalam memecahkan berbagai problema hukum
Islam termasuk dalam bidang waris. Pada saat itu, para hakim peradilan
agama dalam memutuskan perkara masih mendasarkan pada kitab-kitab
fikih klasik yang sangat banyak dan beragam. Hal ini tentu
menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan hukum yang
ada, apabila tidak ada unifikasi, dampak tidak baik yang berpeluang
menjadi permasalahan seperti ketidakseragaman hasil putusan hakim
terhadap suatu perkara yang sama sampai permaslahan tuntutan orang
perorangan yang merasa dirugikan karena perkaranya ditangani dengan
kitab yang tidak sesuai dengan mazhab yang ia anut. Sehingga
ditunjuklah tim khusus untuk membahas permasalahan perumusan

hukum perdata Islam Indonesia ini.

Dalam menyusun materi unifikasi hukum perdata Islam
tersebut, digunakan beberapa kitab-kitab fikih klasik yang disesuaikan
dengan kondisi serta mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam
Indonesia, diantara kitab yang dijadikan sebagai bahan perumus dasar
adalah Nihayat al-Muhtgj, I’anat al-Talib i, Bulghat al-Salik, al-
Mudawwana al-Kubra, al-Umm, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-



Mugtasid, al-Islam Agida wa Syaria, al-Mujalla, al-Wajiz, Figh al-

Sunnah, Kashf al-Qina’ I’an al-Tadmin al-Sina i, dan lain-lainnya.*

Dari kitab-kitab tersebutlah akhirnya dirumuskan suatu bentuk
unifikasi dalam hukum Perdata Islam melaluilnstruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum
Islam ini terdiri dari tiga buku. Buku pertama mengenai perkawinan,
buku kedua mengenai kewarisan dan buku ketiga mengenai
perwakafan. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini bukan berarti
tugas umat Islam Indonesia sudah selesai, karena Kompilasi tersebut
hendaknya dikawal dan selalu diperhatikan terkait dengan materi-
materinya dan relevansinya dengan zaman. Terkait dengan materi
Kompilasi Hukum Islam, beberapa penelitian telah diselenggarakan
dan hasilnya menurut beberapa ulama, ada beberapa pasal yang patut
diperhatikankarena diduga tidak terdapat dalam hukum Islam terutama

fikih konvensional.

Diantara isi yang dipertanyakan tersebut adalah pasal 189 ayat
(1) yang berbunyi “Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan
pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan
kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan
bersama para ahli waris yang bersangkutan”, serta ayat berikutnya yang
berbunyi “bila ketentuan tersebut sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak
dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada
yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh

seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya

*Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity (Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2010)., him. 53.



kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-

masing”.

Ada beberapa permasalahan dalam pasal tersebut yang patut
untuk dipertanyakan, Pasal tersebut menyebut sebuah jumlah (kurang
dari 2 hektar) sebagai syarat untuk bolehnya harta waris yang berupa
lahan pertanian tidak dibagi-bagi, jika dicermati hal tersebut cukup
berbeda dengan kebiasaan maupun cara masyarakat dalam membagi
waris dalam kasus kewarisan tanah/lahan yang biasanya cenderung
untuk dijual dan dibagi secara individual meskipun jumlahnya sedikit,
sehingga jumlah kurang dari dua hektar dalam tanah pertanian sebagai

syarat patut untuk dipertanyakan.

Selain itu, tanda tanya yang lebih besar dapat kembali dilihat
dalam kata “supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula
dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama bagi para ahli waris”,
karena kata dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan lebih lanjut
dalam lembar penjelasan pasal, hal-hal yang perlu dijelaskan sepertitata
cara lebih detail mengenai pembagian kewarisan lahan pertanian yang
kurang dari 2 hektar membuat pasal ini menjadi berkemungkinan untuk
disalahfahami. Sehingga secara literal dalam satu pasal dua ayat
tersebut tampakseperti adanya kebolehan dalam Kompilasi Hukum
Islam untuk membagi kewarisan lahan pertanian secara kolektif, bukan
individual pada tanah pertanian yang kurang dari 2 hektar. Apalagi
dalam terma hukum adat, sistem pembagian dengan tanpa dibagi-bagi
telah dikenal dalam beberapa suku seperti dalam sebagian masyarakat

Indonesia, yaitu pada masyarakat Minangkabau.



Masyarakat Minangkabau menganut asas kewarisan kolektif
dalam membagi harta warisnya. Harta yang mempunyai hak bersama

oleh para pewarisnya ini biasanya berupa tanah. °

Kondisi ketidakjelasan pasal yang mengarah pada indikasi dapat
diterapkannya kewarisan secara koletif tersebut tentu saja memberikan
tanda tanya dalam kaitannya dengan tata cara pembagian dalam fikih
mawaris yang bersifat individual. Bahkan pembagian secara individual
tersebut telah dijadikan asas tersendiri dalam hukum kewarisan Islam
klasik berdasarkan interpretasi para ulama terhadap nas-nas serta hadis

tentang kewarisan.

Melihat kondisi diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji
permasalahan pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam untuk
menemukan jawaban apakah pasal tersebut konsisten terhadap Hukum
Islam atau tidak, mengingat fungsi Kompilasi Hukum Islam yang
begitu penting dan didaulat sebagai Fikih Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan
penelitian dengan judul “Syirkah al-‘Inan dalam Pembagian Waris

(Studi terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)”.

*Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam
Lingkungan Adat Minangkabau (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), him. 233.



B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan, maka dapat ditarik pokok
permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu :
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan kolektif yang

terdapat dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari yang telah diuraikan dalam pokok masalah, penelitian ini

mempunyai tujuan sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewarisan kolektif
yang terdapat di dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam menurut
Hukum Islam secara umum agar dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa
pasal tersebut sesuai atau tidak dengan aturan kewarisan yang ada di

dalam Islam.
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu
pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi
masyakarat yang akan menggali permasalahan dan pemecahan
yang ada relevansinya dengan hasil penelitian berkaitan dengan
kewarisan kolektif dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam
serta menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan terkait

dengan kewarisan pada umumnya.



D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya tulis yang berhubungan dengan
penelitian tentang kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam

ini. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa penelitian tentang Kewarisan Kolektif diantaranya
adalah penelitian tentang kasus kewarisan kolektif yang ada di Desa
Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang mengelolaan
lahan pertanian dari kewarisan secara Kkolektif bergiliran, tanpa
pembagian secara individual sama sekali dalam Skripsi RH
Syamsuddin yang berjudul “Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di
Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang Jawa Tengah). Penelitian
yang lain terkait dengan kewarisan kolektif adalah penelitian tentang
tata cara/aplikasi pembagian  kewarisan dalam  masyarakat
Minangkabau yang menggunakan sistem kewarisan kolektif dalam
Disertasi Amir Syarifuddin yang berjudul “Pelaksanaan Hukum

Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau”.

Beberapa penelitian tentang Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam
yang memuat aturan tentang kewarisan kolektif, diantaranya adalah
penelitian kewarisan kolektif dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam
sebagai perbandingan dengan hukum adat seperti yang diteliti dalam
skripsi Imam Chanafi yang berjudul “Kewarisan Kolektif Menurut
Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Perbandingan)”,
Penelitian tentang Pengaruh Mazhab Syafi’iyah dalam Pasal 189 serta
beberapa pasal lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditulis
dalam artikel ilmiah Fatimah Zuhrah dengan judul “Pengaruh Mazhab
Syafi’i terhadap Hukum Kewarisan di Indonesia”, Penelitian tentang

pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang Pasal 189 Kompilasi
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Hukum Islam yang dilihat menggunakan konsep Maslahah Mursalah
seperti yang ditulis dalam skripsi Adi Candra Ibrahim dengan judul
“Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembagian
Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang dari 2 (dua) ditinjau dari
Maslahah Mursalah (Pandangan Hakim Agama Kraksaan), Penelitian
tentang Kewarisan Islam yang ada di Indonesia salah satunya Pasal 189
Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil asimilasi dari hukum
Islam dan kebudayaan yang ada di Indonesia seperti yang ditulis oleh
Yuliatin dalam artikel ilmiah yang berjudul “Kewarisan dalam Konteks
Indonesia”, serta pendapat Ulama tentang pasal-pasal yang
kontroversial yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satunya
adalah Pasal 189 tentang kewarisan Kkolektif seperti dalam hasil
penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama yang berjudul

“Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia”.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pasal
189 Kompilasi Hukum Islam berjudul “Syirkah al-Inan dalam
Pembagian Waris (Studi terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)”,
dimana Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk
mu’amalah maliyyah yang didasarkan pada konsep syirkah, selain itu
dalam penelitian ini juga dibahas secara terperinci terkait aplikasi Pasal
189 Kompilasi Hukum Islam dalam konsep syirkah.



11

E. Kerangka Teoretik.

Ada beberapa ayat yang berbicara mengenai kewarisan dalam
al-Quran. Jika dilihat secara keseluruhan, ayat yang berbicara tentang
kewarisan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu ayat-
ayat kewarisan inti dan ayat-ayat kewarisan pendukung.® Ayat-ayat
tentang kewarisan inti adalah ayat-ayat yang menerangkan mengenai
pokok pembagian kewarisan dalam al-Quran, ayat yang dapat
diklasifikasikan dalam kelompok inti diantaranya adalah Surat An-
Nisa’ ayat 7, Surat An-Nisa’ ayat 11, Surat An-Nisa’ ayat 12, Surat An-
Nisa’ ayat 33, dan Surat An-Nisa’ ayat 176.

Beberapa ayat diatas sangat jelas dan detail dalam membagi dan
menunjuk siapa saja ahli waris yang mendapat bagian dari harta pusaka
yang ditinggalkan, sehingga masuk dalam kategori ayat-ayat waris inti.
Dengan adanya rincian ayat yang menerangkan mengenai ahli waris
yang diikuti dengan penentuan besar bagian masing-masing untuk

dimiliki penuh secara individu.

Sedangkan ayat-ayat waris pendukung adalah ayat-ayat yang
berfungsi sebagai penjelas dan pendukung dari ayat-ayat waris inti
tersebut. Ayat-ayat waris pendukung ini terdapat dalam beberapa surat,
dalam surat an-Nisa’ ayat 8, an-Nisa’ ayat 9, al-Bagarah ayat 180, al-
Bagarah ayat 240, an-Nisa’ ayat 4 sampai 6, surat an-Nisa’ ayat 2,
surat al-Anfal ayat 75, surat al-Ahzab ayat 6 dan surat al-Ahzab ayat 4

dan 5. Kesemua ayat dalam surat tersebut tidak berbicara mengenai

®Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2012), him. 8.
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kewarisan secara langsung tetapi bersinggungan dengan tata cara waris

yang ada.’

Dari ayat-ayat al-Qur’an di atas lah kemudian para Ulama
mengembangkan berbagai prinsip-prinsip dalam Hukum Kewarisan
Islam dan juga metodologi untuk berijtihad mengingat kewarisan
adalah salah satu bagian dari muamalah yang permasalahannya selalu
berkembang dari waktu ke waktu mengingat Islam sudah tersebar di

berbagai negara di penjuru dunia.

Jika melihat di Indonesia, Salah satu permaslahan yang
ditemukan dalam Hukum Kewarisan Islam pada masa sekarang adalah
permasalahan kewarisan kolektif yang terdapat dalam Pasal 189
Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Pasal ini dapat dilihat
dengan konsep Syirkah dalam Figh al-Mu’amalat. Syirkah secara
bahasa berarati ikhtilar (bercampur) sedangkan menurut arti dalam
istilah, para Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian secara
istilahnya. Meskipun begitu ada benang merah yang dapat disimpulkan
dalam berbagai perbedaan yang ada dalam definisi syirkah tersebut,
yaitu sebuah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam modal atau

harta dan keuntungan.

Dalam literatur figh mu’amalah, dikenal beberapa jenis syirkah,
diantaranya adalah Syirkah Amlak dan Syirkah ‘Ugid. Syirkah Amlak
adalah apabila dua orang bekerja sama terhadap suatu barang tanpa
akad baik secara ikhtiarz maupun ijbarz. Syirkah amlak dibagi menjadi
dua, yaitu Syirkah Amlak Ikhtiarz dan Syirkah Amlak ljbarz. Sedangkan

" Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2012), him. 14-15.



13

Syirkah ‘Ugud adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk
bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Syirkah ‘Ugad juga dibagi
menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah Syirkah al- ‘Irnan, Syirkah
al-Muwafadah, Syirkah al-Abdan, Syirkah Wujuh dan Syirkah
Mudarabah.

Keterkaitan dengan pembahasan pasal 189 Kompilasi Hukum
Islam dapat dilihat dalam jenis Syirkah Amlak Ijbari apabila harta
pusaka pada pasal 189 Kompilasi Hukum Islam tersebut langsung
dikelola tanpa dibagi berdasarkan bagian individual seperti aturan yang
terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Tetapi juga dapat dilihat dalam
bentuk Syirkah al-Inan apabila lahan pertanian dalam pasal tersebut
dibagi terlebih dahulu sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan dalam
pengelolaannya dikelola secara bersama dengan ketentuan keuntungan
dan kerugian dibagi berdasarkan presentase bagian awal masing-

masing.®

Selain itu, dalam analisis Usal al-Figh juga dapat dikaitkan
dengan konsep al-‘Urf yang membahas permasalahan persinggungan
adat dengan Hukum Islam, yang mana menurut ilmu Usal al-Figh, ‘Urf
berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu yang diartikan sebagai kata al-ma rif,
yaitu sesuatu yang sudah dikenal, sedangkan dari sisi istilah, yang
dimaksud dengan ‘urf adalah segala sesuatu yang dikenal oleh
masyarakat dan diulang berkali-kali sehingga tertanam dalam jiwa

mereka dan dipandang baik menurut akal.

8Abdur Rahman Ghazaly, dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2010), him. 130-135.
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Kata ‘urf juga mempunyai sebuah padanan kata dalam Ushul
Figh yang menunjukkan kepada makna yang sama dengan makna ‘urf,
yaitu ‘adat. kata ‘@dat berasal dari kata ‘ada-ya idu yang mengandung
arti takrir (pengulangan), secara istilah kata adat dalam usal figh juga
mempunyai makna yang hampir sama dengan ‘urf yaitu segala sesuatu
yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan hidupnya dan
telah mantap dalam urusan-urusannya. Kata dibiasakan dalam
pengertian tersebut mengandung arti yang sama dengan ‘urf yaitu
bahwa segala sesuatu yang dimaksud dalam ta 7if (definisi) tersebut
telah dilakukan berulang kali oleh suatu masyarakat tertentu, hanya saja
dalam arti istilah yang membedakan ‘adat dengan ‘urf, dalam ‘adat
tidak dimasukkan tolok ukur kebaikan dan keburukan seperti yang
dimasukkan dalam pengertian ‘urf. Meskipun begitu para ahli hukum
Islam sepakat bahwa kata ‘urf dan ‘adat adalah sebuah sinonim
(mutaradif).” Hanya saja, dalam disiplin ilmu Usal al-Figh,
penggunaan kata ‘urf lebih popular dari pada kata ‘adat, sehingga

pembahasan ‘urf'dalam Usal al-Figh lebih mendalam dan sangat luas.

Dalam Ilmu Usal al-Figh, ‘urf dibagi menjadi banyak jenis dan
dapat dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi materi yang biasa
dilakukan, ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf qauli dan ‘urf fi'li.
Apabila dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf juga bisa
dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf ‘am atau bias juga disebut ‘urf umum,
dan ‘urf al-khas atau biasanya disebut sebagai ‘urf khusus. Sedangkan
jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, al-‘Urf dibagi
menjadi dua bentuk, yaitu al-‘Urf al-Fasid dan al-Urf al-Sahih.

® Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid I (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2014), him. 410-412.
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Masing-masing tersebut mempunyai konsekuensi, dimana al-‘Urf al-
Fasid wajib ditolak dalam asimilasi dengan syariah karena ‘Urf fasid
adalah ‘Urf yang bertentangan dengan syari’at, tetapi al- ‘Urf al-Sakih
boleh diterima asal tidak bertentangan dengan syari’at dan prinsip-

prinsip Islam.®
F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode

penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian.

Jenis-jenis penelitian sangat beragam dan sangat variatif apabila
dilihat dari bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian
ini, apabila dilihat dari sumber data yang akan dicari, termasuk
penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka berarti
penelitian yang dilakukan dengan menelusuri fenomena-fenomena
sosial dalam berbagai macam literatur-literatur yang ada, baik literatur
itu berupa buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen penting,
surat-surat dan lain sebagainya. Jika dikontekskan dengan penelitian
terkait kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam, maka
penulis meneliti literatur-literatur terkait kewarisan Islam dan
kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam. Baik berupa buku,
perundang-undangan, maupun kitab-kitab ulama klasik yang terkait

dengan topik.

YAmir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Figh (Jakarta: Prenada Media
Group, 2012), him. 73
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Sedangkan jika dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, maka
penelitian yang akan dilakukan penulis ini termasuk dalam penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya
dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai relatif. Bukan dengan
mengumpulkan data-data yang bersifat absolut yang dapat dihitung
menggunakan angka-angka.'! Jika dilihat dalam tema penelitian
kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam, berarti sifat
kualitatif yang dimaksud karena yang menjadi fokus penelitian ini
adalah tentang kesesuaian kewarisan kolektif yang ada dalam
Kompilasi Hukum Islam dengan dasar-dasar ijtihad yang digunakan

dalam Hukum Islam secara umum.

Jika dilihat berdasarkan tingkatannya, penelitian yang dilakukan
penulis ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif-explanatory,
maksudnya adalah penelitian yang digunakan tidak hanya untuk
menggambarkan secara cermat karakteristik-karakteristik dari fakta-
fakta atau menjelaskan fenomena-fenomena tertentu, seperti fenomena
sosial, tetapi juga untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu.'?
Penelitian ini menjelaskan mengenai kewarisan dalam Islam, serta
hubungannya dengan kewarisan kolektif yang terdapat dalam pasal 189
Kompilasi Hukum Islam, dan menguji hipotesis apakah kewarisan
kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai atau tidak

dalam hukum kewarisan Islam.

Ysykandarrumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2012), him. 112-113.

?Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit,
2010), him. 58.
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2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif-
analitik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan,
menjelaskan, dan mengelaborasi fakta-fakta ataupun masalah-masalah
yang ada dalam masyarakat. Fakta-fakta yang dimaksud dalam
penelitian ini terkait dengan aturan-aturan kewarisan dalam Islam
maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan permasalahan-
permasalahan yang dimaksud dapat berupa perdebatan Ulama atau
pendapat ahli hukum mengenai hal tersebut. Selain itu penelitian ini
juga menganalisa fakta-fakta maupun permasalahan yang ada dengan
menggunakan sudut pandang tertentu. Sudut pandang yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah sudut pandang Hukum Islam.
3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif. Maksudnya adalah dengan mengaitkan dan
menganalisis permasalahan mengenai kewarisan kolektif dalam
Kompilasi Hukum Islam ini dengan nash-nash al-Quran dan al-Hadits
serta beberapa pendapat Ulama-Ulama Fikih Klasik mengenai topik
tersebut. Selain itu juga dihubungkan dengan teori-teori Ushal al-Figh
dan Kaidah-Kaidah Fighiyah untuk menghasilkan sebuah analisis yang

komprehensif.
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4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

a. Dokumentasi, vyaitu dengan cara mengumpulkan dan
menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kewarisan
Islam dan kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam,
berupa buku-buku, kitab-kitab klasik maupun peraturan-
peraturan yang terkait dengannya. Teknik dokumentasi ini
merupakan teknik pengumpulan data primer atau utama.

5. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode analisis kualitatif, sedangkan alur berfikir yang digunakan
adalah alur berfikir induktif, yaitu pola berfikir dengan cara menarik
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang

bersifat umum.™

3Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2012), him., 38.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara integral mengenai
penelitian yang dilakukan, maka penulis memerikan gambaran dengan

menyajikan sistematika pemahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, dimulai dengan menyajikan apa yang menjadi
alasan ditelitinya topik ini dengan menulis latar belakang masalah
penelitian,  kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan pokok
permasalahan yang menegaskan apa yang menjadi fokus penelitian ini.
Setelah ditulis pokok permasalahan, dijelaskan pula tujuan dan
kegunaan penelitian ini untuk melihat bagaimana peran dan fungsi
penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan mapun masyarakat,
selanjutnya dibahas mengenai telaah pustaka untuk melihat dan
memperkaya penelitian dengan penelitian yang mempunyai kaitan erat
dengan penelitian ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan
mengenai kerangka teoretik untuk mengetahui sudut pandang yang
digunakan dalam penelitian ini serta teori apa yang digunakan sebagai
alat bedah untuk menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan
penelitian. Metode Penelitian juga disertakan dalam pemahasan
selanjutnya untuk menerangkan secara detail mengenai bagaimana
mekanisme penelitian yang akan dilakukan, dan yang terakhir untuk
menutup bab pertama ini disajikan pula sistematika pembahasan untuk
melihat gambaran umum mengenai apa saja yang akan dibahas dalam

penelitian ini.
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Bab Kedua: berupa kerangka teoretik yang dijadikan sebagai
alat pembedah dalam penelitian ini. Dalam bab ini dibahas mengenai
konsep Kewarisan dalam Islam secara umum dalam pembahasan lima
subbab. Subbab pertama membahas mengenai pengertian kewarisan
dalam Islam, subbab kedua membahas mengenai dasar hukum
kewarisan dalam Islam, subbab ketiga membahas mengenai asas-asas
atau prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam, subbab keempat membahas
mengenai rukun dan syarat dalam kewarisan Islam, subbab kelima
membahas mengenai syirkah yang akan digunakan untuk membantu
menguraikan permasalah dalam penelitian ini dan subbab terakhir

membahas mengenai ‘Urf.

Bab Ketiga: dalam bab ketiga ini dibahas mengenai gambaran
umum tentang Kewarisan Kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam.
Pembahasan dalam bab ketiga ini dibahas lebih rinci dalam lima
subbab yang terdiri dari: subbab pertama membahas mengenai sejarah
Kompilasi Hukum Islam, subbab keduamembahas mengenai asas-asas
atau prinsip-prinsip kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Subbab
ketiga membahas mengenai problematika hukum kewarisan Kompilasi
Hukum Islam, serta subbab keempat membahas mengenai hukum

kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab Keempat: bab ini membahas mengenai analisis bab kedua
dan bab ketiga. Sehingga bab ini bahasan bab ini adalah mengenai
analisis hukum Islam terhadap kewarisan kolektif dalam Kompilasi
Hukum Islam. Dalam bab ini akan memuat tiga subbab pembahasan
yaitu subbab pertama mengenai pengaruh adat terhadap Pasal 189
Kompilasi Hukum Islam, subbab kedua membahas mengenai pengaruh

undang-undang agraria terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam
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serta subbab ketiga membahas mengenai kewarisan kolektif dalam
Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam sebagai Syirkah al-‘/nan serta
subbab terakhir membahas mengenai Kewarisan Kolektif sebagai ‘Urf
Sahih.

Bab Kelima: bab ini berisi mengenai penutup penelitian.
Dalam menutup penelitian ini disampaikan kesimpulan dari hasil
penelitian mengenai kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam
ini serta saran-saran mengenai penelitian ini agar dapat dikembangkan

menjadi lebih baik lagi.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari karya ini diantaranya
bahwa Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang dalam beberapa
literatur disebut pasal kewarisan kolektif, sesuai dengan hukum Islam
apabila dikembalikan pada konsep sistem waris Islam dengan tetap
membagi secara individual tanah tersebut dalam bentuk saham untuk
kemudian mengelolanya dalam bentuk syirkah seperti yang ada dalam

fikih mu’amalat.

Syirkah yang digunakan untuk mengelola lahan pertanian tersebut
adalah syirkah al- ‘inan karena jumlah modal masing-masing ahli waris
dalam tanah pertanian tersebut tidak sama. Sebelum akad syirkah al-
‘inan dalam pengelolaan pertanian ini dibentuk terlebih dahulu ahli
waris harus membagi harta waris menjadi saham untuk kemudian

menyesuaikan dengan syarat dan rukun dalam syirkah al- ‘inan.

Mengenai permasalahan jenis tanaman yang akan ditanam harus
disepakati bersama ketika akad syirkah dibuat. Selain saham masing-
masing tanah pertanian, modal yang dikumpulkan untuk mengelola
lahan pertanian tersebut adalah beban-beban yang diperkirakan akan
timbul seperti pupuk, gaji penggarap dan lain-lain yang juga akan
ditentukan pada awal akad syirkah. Keuntungan ketika panen dapat
didasarkan atas kesepakatan yang telah dibuat pada waktu akad
syirkah, sedangkan kerugian dapat ditanggung sesuai dengan jumlah

masing-masing saham.
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B. Saran-saran.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mempunyai beberapa
saran-saran dalam kaitannya dalam permasalahan kewarisan kolektif

ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pasal
yang sangat singkat. Singkat karena hanya terdiri hanya satu
pasal dan dua ayat, apalagi dalam pasal tersebut mengandung
materi yang terlihat baru dan butuh banyak penjelasan, sehingga
seharusnya menjabarkan materi pasal dalam penjelasan pasal
juga penting. Materi yang harus dijabarkan dalam pasal tersebut
ataupun dalam penjelasannya seharusnya meliputi bagaimana
aplikasi sistem kewarisan tersebut, apakah disesuaikan dengan
akad syirkah atau menggunakan akad yang lainnya, penjelasan
mengenai kenapa perlu kebijakan tersebut diambil dan
dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, lalu bagaimana
kaitannya dengan konsep kewarisan Islam apakah akan
disesuaikan atau akan menggunakan konsep yang baru.

2. Karena pasal yang singkat juga tidak diuraikan mengenai
mekanisme penerapan kewarisan lahan pertanian dalam pasal
tersebut, sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan pelbagai
interpretasi dan kebingungan terkait dengan penerapan di
lapangannya. Sehingga saran penulis adalah untuk memperjelas
dengan memberikan pasal-pasal penjelas seperti yang
diterangkan penulis di atas atau jika dirasa fungsi pasal tersebut
sudah tidak sesuai dengan zaman dapat dihapuskan dan diganti
dengan kebijakan baru yang dirasa lebih bermanfaat untuk masa

sekarang.
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